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ABSTRAK 

Penyimpanan minuta akta masih dilakukan secara manual oleh notaris. Dalam 

paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya 

dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup 

mahal untuk dapat mengamankan berkas protokol notaris tersebut. Sementara, 

notaris itu sendiri tentunya mempunyai keterbatasan dana. Oleh karena hal itulah 

muncul ide untuk melakukan penyimpanan data secara elektronik. Guna 

memanfaatkan teknologi dan informasi, notaris sesungguhnya bisa menyimpan 

berbagai dokumen dalam bentuk elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaturan dan mekanisme penyimpanan minuta akta secara 

elektronik serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian minuta akta yang 

disimpan oleh notaris secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian 

normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan dan mekanisme 

penyimpanan Minuta Akta secara elektronik dapat menggunakan penyimpanan 

dokumen dengan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi 

bentuk elektronik atau yang disebut dengan scaning. Sistem pengerjaan 

digitalisasi dimulai dari pengambilan arsip (minuta akta) untuk dicek, setelah itu 

di scanning, lalu hasil scaning tersebut di simpan di folder file yang tersedia dan 

diberi nama sesuai dengan judul minuta akta agar mudah dalam pencarian. Hasil 

yang tersimpan juga bisa disimpan dalam Harddisk eksternal yang besar 

kapasitasnya. Kemudian agar terjaga keamanannya, menggunakan deposit box 

atau brangkas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris. Selain itu 

bentuk penyimpanan minuta akta secara elektronik dapat juga dilakukan dengan 

cara scanning perlembar minuta akta, kemudian menyimpannya menggunakan 

layanan penyimpanan. Kekuatan pembuktian minuta akta yang disimpan oleh 

Notaris secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian tidak sama seperti akta 

otentik. Sehingga penyimpanan Minuta Akta secara elektronik hanya berfungsi 

sebagai print out atau hasil cetakan (fotocopy). Maka harus didukung keterangan 

saksi dan keterangan ahli. Hal ini karena dokumen elektronik dalam bidang 

kenotariatan tidak diakui sebagai alat bukti yang otentik. 
Kata Kunci: Notaris, Minuta Akta, Penyimpanan Elektronik, Hukum 

Pembuktian. 
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ABSTRACT 

The storage of deeds’ minutes is still done manually by a notary. In a paradigm 

that still uses paper, it obviously needs space and relatively expensive 

maintenance to be able to secure the notary protocol files. On the other hand, the 

notary themselves might have fund limitations. Due to this condition, the idea to 

store data electronically emerged. By utilizing technology and information, a 

notary can actually store various documents in electronic form. This study aims to 

determine the arrangement and mechanism for storing minutes of deeds 

electronically and to determine the strength of proof of minutes of deeds stored 

by a notary electronically. This is a normative research that uses a statutory 

approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that for 

storing the Minutes of Deed electronically document storage with a media transfer 

process from print, audio, and video documents into an electronic form or what is 

called scanning can be used. The digitization work system starts by taking the 

archive (minute deed) to be examined and scanned. The scan results are stored 

on a large capacity hard disk in an available file folder and named according to 

the title of the minute deed for easy search. For safety reasons, it can be kept in an 

anti-fire safe deposit box. In addition, the scanned documents can also be stored 

on a cloud storage service. The power of proof of the minutes of the deed stored 

by the Notary electronically does not have identical proving power as the 

authentic deed. The electronic documents must be supported by witness 

testimony and expert testimony. This is because electronic documents in the 

notarial field are not recognized as authentic evidence. 
Kata Kunci: Notary, Minutes of Deed, Electronic Storage, Law of Evidence. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Laitair Belaikaing 

Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang 

ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan 

sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai 

hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara 

mereka.1 Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti tertulis yang 

dibuat oleh notaris yaitu akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat UUJN dijelaskan bahwa Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan kewenangan lainnya.2  

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka Notaris adalah 

pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat akta 

kontrak, kesepakatan, atau keputusan, yang diperlukan oleh hukum 

yang akan dirumuskan dalam dokumen yang diautentikasi. Notaris juga 

bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal akta, untuk simpan, 

untuk memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian 

                                                           
1 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, 

Hlm 2. 
2   Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris. 



 2 

dari akta; sebagai selama pembuatan akta itu tidak ditugaskan kepada 

pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari notaris.3 

Adapun kewenangan notaris membuat akta autentik tersebut 

telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Akta autentik merupakan 

salah satu dokumen yang disebut minuta akta, sehingga minuta akta 

dibuat dan dipersiapkan oleh notaris yang nantinya minuta akta 

tersebut menjadi dokumen/arsip negara yang harus dirawat dan 

disimpan baik-baik agar tidak sampai hilang atau rusak.4 Kewajiban 

notaris menyimpan minuta akta sendiri telah diatur dalam Pasal 16 ayat 

(1) huruf b dijelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya notaris 

berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan 

menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. 

Penyimpanan minuta akta tesebut di atas masih dilakukan secara 

manual oleh notaris. Biasanya dimasukkan dalam lemari besi yang 

tahan akan keadaan apapun, supaya dokumen-dokumen tersebut tidak 

mudah rusak, hilang atau diambil oleh orang yang tidak berhak.5 

Dailaim pairaidigmai yaing maisih digaintungkain aitais mediai kertais, maikai 

tentunyai dibutuhkain ruaing dain pekerjaiain peraiwaitain aitaiu 

pemelihairaiain yaing relaitif cukup maihail untuk daipait mengaimainkain 

                                                           
3 Deviana Yuanitasari, The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on 

Standard Contracts for Indonesian Consumers, Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 2, 

July 2017, Hlm 180. 
4 Lely, Iwan Permadi, dan Bambang Winarno. 2011. Analisis Yuridis Terhadap 

Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. Artikel dalam “Jurnal Hukum 

Universitas Brawijaya”, Hlm 4.   
5 R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan. 

Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 8.   
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berkas protokol notaris tersebut. Sementairai, notairis itu sendiri 

tentunyai mempunyaii keterbaitaisain dainai, sehinggai tidaik daipait 

diaisumsikain baihwai merekai memiliki pustaikaiwain aitaiu airsipairis yaing 

daipait mendukung merekai dengain baiik.6 

Beberapa pakar hukum mengatakan bahwa pelayanan jasa 

hukum Notaris Indonesia terkesan lamban dalam menyikapi situasi 

diatas. Padahal di era digitalisasi, Notaris dapat memanfaatkan 

teknologi untuk memudahkan pekerjaan terutama dibidang pelayanan 

hukum dan pengarsipan. Namun, Notaris terkesan khawatir dan takut 

untuk bertranformasi diri.7 

Pengaturan mengenai penyimpanan minuta akta tersebut di atas 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g yaitu notaris wajib menjilid akta 

yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak 

lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat 

dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu 

buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku.8 Meski tidak disebutkan 

secara tegas, dari penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf g tersebut di atas, 

maka dapat diketahui bahwa penyimpanan yang dimaksud adalah 

                                                           
6 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik kajian Hukum tentang 

Cyber Notary atau Electronic Notary, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 139. 
7 Naily Zahrotun Nisa’, Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Secara 

Elektronik, Jurnal Civic Hukum, Universitas Surabaya, Volume 5 Nomor 2, November 

2020, Hlm 206. 
8
 Pasal 16 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris. 
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dengan menyimpannya secara fisik. Penyimpanan seperti ini tentu 

kurang efisien karena banyak menggunakan kertas dan tenaga untuk 

menyiapkannya. Jika dibandingkan dengan penyimpanan secara 

elektronik yang tidak membutuhkan ruangan yang besar untuk 

menyimpannya.9 

Pada kenyataannya tidak semua notaris yang melakukan 

penyimpanan dengan lemari besi. Emil Salim, S.H., M.Kn yang 

merupakan Notaris di kota Palembang, menyatakan bahwa tidak semua 

minuta yang dibuatnya disimpan dalam lemari besi, ada sebagian 

minuta akta yang tersusun diluar lemari besi.10 Hal ini tentu akan 

menimbulkan resiko terhadap minuta akta yang disimpan oleh notaris, 

seperti apabila terjadi bencana alam kebakaran, banjir dan lain 

sebagainya, maka dokumen minuta akta tersebut akan rusak. 

Selain itu penyimpanan pada lemari besi juga dipertanyakan 

efektivitasnya. Jikalau ada penghadap yang meminta salinan pengganti 

karena miliknya hilang, sementara Salinan itu sudah berusia puluhan 

tahun maka hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi notaris untuk 

mencari dokumen yang tersimpan cukup lama. Hal ini juga berlaku 

bagi penghadap yang bersengketa di pengadilan, notaris juga perlu 

mencari minuta untuk dibuatkan salinan yang tentunya perlu waktu jika 

harus mencari data dilemari besi atau di dokumen-dokumen kantornya. 

                                                           
9 Chiska Claudia Putri, Annalisa Y dan Agus Trisaka, CYBER NOTARY : Realita 

dan Idealita, Unsri Press, Palembang, 2020, Hlm 44. 
10 Wawancara dengan Emil Salim, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Palembang, Pada 

tanggal 24 Maret 2022 Pukul 10.25 WIB.   
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Bainyaiknyai airsip minuta aiktai yaing hairus tetaip disimpain dain 

dijaigai oleh notairis telaih menimbulkan permaisailaihain baigi notairis, 

tidaik hainyai notairis yaing maisih dailaim maisai tugaisnyai naimun jugai 

saimpaii dengain notairis penerus berikutnyai. Mewairisi airsip tersebut 

tentunyai berdaimpaik kepaidai biaiyai penyelenggairaiain kaintor notairis 

yaing cukup besair dain relaitif maihail. Tidaik hainyai itu, dailaim menjaiwaib 

permintaiain untuk penemuani dokumen, khususnyai untuk membuait 

sailinain aiktai yaing laimai kairenai mencairi dain menemukain dokumen 

menjaidi tidaik mudaih.11 

Di sisi lain, terdapat ketentuan dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN yang 

menyatakan, bagi minuta akta yang usianya lebih dari 25 (dua puluh 

lima) tahun diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Ketentuan ini 

juga tidak berjalan efektif, karena terbentur masalah tidak adanya 

tempat penyimpanan dikarenakan Majelis Pengawas Daerah belum 

memiliki gedung sendiri dan tempat penyimpanan yang memadai.12 

Hal ini menyebabkan notaris tetap menyimpan sendiri protokol 

notarisnya yang telah berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun sehingga 

memenuhi tempat untuk menyimpan berkas protokol notaris tersebut. 

Mengingat gaya hidup orang mulai bergeser akibat pengaruh 

berkembangnya teknologi informasi. Tidak hanya sistem transaksi 

yang dilakukan secara digital, saat ini penyimpanan data pun bisa 

                                                           
11 Edmon Makarim, Op. Cit, Hlm 140. 
12 Hery Sunaryanto. 2018. Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris 

yang Telah Berumur 25 Tahun. Artikel dalam “Jurnal Hukum dan Kenotaritan”. Vol.2 

No.2. Hlm 300.   
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dilakukan secara digital. Pengaruh teknologi informasi pada 

perkembangannya juga mempengaruhi notaris dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya. Pada saat ini, dengan perkembangan teknologi 

dan informasi yang sangat pesat, pembuatan akta juga dapat 

menggunakan komputer serta teknologi informasi sebagai pendukung 

bahkan dalam perkembangannya metode penyimpanan saat ini juga 

semakin berkembang. Guna memanfaatkan teknologi dan informasi 

notaris sesungguhnya bisa menyimpan berbagai dokumen dalam 

bentuk elektronik. Jangkauan notaris dalam memanfaatkan teknologi 

informasi memiliki peluang yang besar. 

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Berbagai macam dokumen dan 

media telah tercipta untuk kemudahan manusia dalam menyimpan, 

mencari dan menyebarkan informasi. Dokumen-dokumen tersebut 

lebih dikenal sebagai arsip, yang berarti suatu rekaman kegiatan atau 

peristiwa yang telah terjadi.13 

Perkembangan teknologi saat ini sangat relevan jika dikaitkan 

dengan teori hukum progresif. Teori tersebut menyatakan bahwa 

hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kemudian 

hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat 

final tapi harus dibangun terus menerus, yang terakhir hukum adalah 

                                                           
13 Machsun Rifauddin, 2016, Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi, 

Jurnal Khizanah Al-Hikmah Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta 
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institusi yang bermoral kemanusiaan.14 Bagi hukum progresif 

menghendaki hukum untuk berkembang cepat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian notaris beserta aturannya 

harus mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan 

zaman saat ini. 

Solusi yang ditawarkan tentang penyimpanan minuta akta notaris 

adalah dengan menyimpannya secara elektronik. Penyimpanan secara 

elektronik tentu akan menghemat waktu, biaya, serta bersifat praktis. 

Terkait penyimpanan secara elektronik ini maka akan muncul lagi 

persoalan tentang bagaimana bentuk penyimpanan dan tata cara 

pastinya. Notaris Emil Salim, S.H., M.Kn dalam menjalankan jabatannya, 

menyimpan file minuta akta ke dalam komputer, agar jika sewaktu-

waktu diperlukan bisa dicari dengan mudah. Namun, yang beliau 

simpan hanya berupa file tanpa tanda tangan para penghadap.15 Ini 

berarti selain menjilid akta, beliau juga menyimpan file dalam 

komputer. Apa yang Notaris Emil Salim, S.H., M.Kn lakukan adalah 

inisiatif dari dirinya sendiri, karena mengenai bentuk dan tata cara 

penyimpanan minuta secara elektronik tidak dijelaskan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Metode yang digunakan dalam mengalih mediakan dokumen 

antara lain dapat dilakukan dengan cara scanning, conversion dan 

                                                           
14 Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan 

Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press University, Hlm 20.   
15

 Wawancara dengan Emil Salim, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Palembang, Pada 

tanggal 24 Maret 2022 Pukul 10.25 WIB.   
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importing. Selain itu media penyimpanan arsip elektronik harus support 

dengan sistem hardware maupun software, agar file dapat terus dibaca 

meskipun dipindah ke hardware dan software terbaru. Model 

penyimpanan arsip elektronik ini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara 

yaitu Online (terkoneksi), Offline (terputus) dan Nearline (semi 

terkoneksi).16 

Selain bentuk penyimpanan, hal yang menjadi persoalan adalah 

mengenai kekuatan pembuktiannya. Apakah kekuatan pembuktian 

minuta akta yang disimpan secara elektronik sama dengan salinan dan 

dapat diakui di pengadilan, mengingat Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016  

(selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik) pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.17 Tetapi pada Pasal 5 

ayat (4) huruf b menjelaskan bahwa Ketentuan mengenai Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumen yang menurut 

                                                           
16

 Chiska Claudia Putri, Annalisa Y dan Agus Trisaka, Op. Cit, Hlm 42. 
17

 Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 
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Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang 

dibuat oleh pejabat pembuat akta.18 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pembuktian mengenai minuta 

akta notaris yang disimpan secara elektronik menjadi sebuah 

pertanyaan apakah hal tersebut kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (4) 

huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, 

berkaca pada kenyataan saat ini, sebenarnya baik pada UUJN maupun 

pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik tidak ada 

ketentuan secara spesifik mengenai penyimpanan minuta akta yang 

dilakukan secara elektronik oleh notaris. 

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis melakukan penelitian 

tesis mengenai tugas dan tanggung jawab notaris menyimpan minuta 

akta dan kekuatan pembuktian  minuta akta yang disimpan secara 

elektronik. Penelitian ini berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN 

MINUTA AKTA YANG DISIMPAN NOTARIS SECARA 

ELEKTRONIK”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

                                                           
18

 Pasal 5 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme penyimpanan minuta 

akta secara elektronik? 

2. Bagaimana kekuatan pembuktian minuta akta yang disimpan 

oleh notaris secara elektronik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan hukum yang ingin dicapai penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme penyimpanan 

minuta akta secara elektronik 

2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian minuta akta yang 

disimpan oleh notaris secara elektronik 

 

D. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam penulisan ini mengarah kepada tanggung 

jawab notaris dalam perlindungan akta yang disimpan secara 

elektronik. Mengenai mekanisme penyimpanan minuta akta dan 

kekuatan pembuktian minuta akta yang disimpan secara elektronik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

 Dapat memberikan peranan bagi para pembaca berupa 

wawasan dan pengetahuan dalam mekanisme penyimpanan minuta 

akta secara elektronik, dan kekuatan pembuktian minuta akta yang 

disimpan secara elektronik. 

2. Secara praktis 
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 Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini bagi notaris 

dan Majelis Pengawas Daerah adalah : 

1. Bagi Notaris  

Diharapkan bermanfaat untuk notaris dalam memehami 

mekanisme penyimpanan minuta akta secara elektronik dan 

kekuatan pembuktian minuta akta yang disimpan secara 

elektronik. 

2. Bagi Majelis Pengawas Daerah 

Diharapkan bermanfaat untuk Majelis Pengawas Daerah dalam 

memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyimpanan 

minuta akta yang disimpan secara elektronik dan kekuatan 

pembuktian minuta akta yang disimpan secara elektronik. 

 

F. Kerangka Teori 

 Menurut Neumen, teori adalah seperangkat konstruksi 

(konsep), definisi dan proporsisi yang berfungsi untuk melihat 

fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan  antara 

variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramaikan 

fenomena.19 Berdasarkan pengertian Teori tersebut maka penulis 

memasukan beberapa Teori yang akan digunakan untuk mendukung 

penulisan tesis ini. 

 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta 2009, 

hlm 80 
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1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, 

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran 

Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme 

di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang 

otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum 

tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat 

umum. Sifat umum dari aturan aturan hukum membuktikan bahwa 

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 

melainkan semata-mata untuk kepastian.20 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan 

logis berarti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain.  

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan 

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara 

                                                           
20 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 

1999, Hlm 23. 
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yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan 

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 

berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.21 

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum 

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.22 

Teori kepastian hukum sebagaimana bisa dipahami orang, 

bukanlah produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum, 

tidak semerta-merta muncul kepastian dalam masyarakat. Kepastian 

Hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum 

itu sendiri).23 

Teori kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah kepastian 

hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus 

                                                           
21 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 

Hlm 27. 

22 Peter Mahmud Maruki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Pranada 

Media Group, 2008, Hlm 158. 
23 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) an Teori Peradilan (judicial 

prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Vol.1 Pemahaman 

Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Hlm 290. 
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menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum 

yang bersifat tidak jelas, perludilakukan interpretasi atau penapsiran 

terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsirkan hukum 

terhadap satu ketentuan peraturan perundangundangan yang dianggap 

tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat 

bertindak sewenang-wenang.24 

2. Teori Tanggung Jawab 

Teori Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori 

tentang tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen. Satu konsep yang 

berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep 

tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara 

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung 

jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu 

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.25 Tanggung jawab 

yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang notaris terhadap akta 

yang telah dibuat dalam jabatannya sebagai pejabat negara. 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab 

hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara 

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung 

jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu 

                                                           
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 

2009), Hlm 111. 

25 Hans Kelsen, 2007, General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan 

Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, BEE 

Media Indonesia, Jakarta, Alih Bahasa oleh Somardi, hal. 81.  
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sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.26 Lebih lanjut Hans 

Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian 

yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan 

kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan 

(culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena 

mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, 

akibat yang membahayakan.27 

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai 

liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada 

pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan 

yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility 

menunjuk pada pertanggungjawaban politik.28 Teori tanggung jawab 

lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori 

tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty, sebagai suatu konsep 

yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung 

jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat 

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan 

dengan hukum.29 

                                                           
26 Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State 

, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 81. 
27 Ibid, Hlm 83. 
28 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2013, Hlm 337. 
29 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi 

Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, Hlm. 54. 
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Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diperlukan 

untuk menjelaskan tanggung jawab notaris berkaitan dengan 

penyimpanan protokol notaris sebagai arsip yang vital dan harus tetap 

tersimpan serta dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi 

adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.  

3. Teori Pembuktian 

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti 

sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika 

mendapat awalan pe dan akhiran an maka berarti proses, perbuatan, 

cara membuktikan. Secara terminologi pembuktian bararti usaha 

menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang 

pengadilan.30 Menurut Subekti yang dimaksud dengan bukti adalah 

sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. 

Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang 

dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dipengadilan, 

misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.31 

Pembuktian dalam arti logis atau  ilmiah membuktikan berarti 

memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan 

tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam hukum 

acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan 

adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap 

                                                           
30 Anshoruddin. “Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum 

Positif”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Hlm 25. 
31 Efa Laela Fakhriah. 2017. “Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian 

Perdata”. Bandung: Refika Aditama, Hlm 11. 
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orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.32  Teori 

pembuktian ini digunakan untuk menganalisa dan menjawab mengenai 

permasalahan terkait dengan kekuatan pembuktian minuta akta yang 

disimpan secara elektronik yang dipakai sebagai alat bukti. 

G. Kerangka Konseptual 

1. Penyimpanan 

Penyimpanan adalah memelihara minuta akta dengan cara 

meletakkan di tempat penyimpanan yang dilakukan secara sistematis 

dan disusun secara teratur dengan tujuan agar minuta akta terjaga dan 

terpelihara dengan baik. Penyimpanan adalah suatu kegiatan 

pemberkasan dan penataan arsip, yang penempatannya menerapkan 

suatu sistem tertentu.33 

2. Penyimpanan Secara Elektronik 

Penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada 

penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat 

diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat 

dilakukan dengan cepat bilamana dokumen tersebut sewaktu-waktu 

dibutuhkan.34 

Revolusi TI (Teknologi Informasi) ikut mengubah perilaku 

masyarakat modern yang mencoba masuk dan menghirup atmosfer 

                                                           
32 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta, Hlm 102. 
33 Muthahharah Thahir. Pengelolaan Kearsipan Pada SD Islam Al-Azhar 34 

Makassar. Jurnal Ekletika. April 2014 Volume 2 Nomor 1, Hlm 31. 
34 Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. 2014. Manajemen Kearsipan Elektronik. 

Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, Hlm 63.   
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sebuah kebudayaan baru: suatu kecenderungan terciptanya 

“masyarakat tanpa kertas” (paperless society). Pesatnya perkembangan 

komputer memungkinkan terwujudnya era komputerisasi dan solusi 

teknologi nirkabel. Komputer tidak lagi menjadi bagian yang terpisah-

pisah dan berdiri sendiri, tetapi sudah saling berkomunikasi melalui 

jaringan telekomunikasi yang dewasa ini makin dimungkinkan oleh 

perkembangan internet yang mengglobal. Revolusi terbesar yang 

terjadi sejak ditemukannya komputer dan Internet adalah kemampuan 

yang luar biasa dalam penyimpanan data. Kontribusi terbesarnya 

memang dari sisi ini. Berubahnya dimensi ruang dan waktu sebenarnya 

sangat mengacu kepada fenomena kecanggihan penyimpanan data ini. 

Setiap orang bisa menaruh file-filenya di berbagai “rak-rak”, “laci” 

atau “lemari” digital.35 

Sehingga yang dimaksud penyimpanan secara elektronik adalah 

sekumpulan data yang disimpan tidak dalam bentuk fisik, tapi 

menggunakan teknologi sedemikian rupa yang terjaga keamanannya. 

3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk 

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, 

tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan 

                                                           
35 Ibid, Hlm 67. 
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seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau 

moral dalam melakukan suatu perbuatan.36 

Tanggung jawab Notaris dalam penelitian ini sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.  

4. Minuta Akta 

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014, Minuta Akta adalah asli akta notaris yang 

mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang 

disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan rangkain cara terstruktur atau 

sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi permasalahan 

pada penelitian. Hal ini dapat mengenai tata cara pengumpulan data, 

pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan 

penelitian.37 

 

                                                           
36 Soekidjo Notoatmojo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka 

Cipta 
37 Surratman dan Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: 

Alfabeta, hlm. 35. 
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1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum atau 

peraturan-peraturan tertulis.38 

Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan 

meneliti dari lingkup dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 

2. Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan 2 (dua) metode antara lain :  

1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- undangan 

yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum)39  yang sedang 

dihadapi terutama terhadap UUJN  

mengenai kewajiban notaris yang diatur di dalam Pasal 16 Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014.  

                                                           
38 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hlm. 102. 
39 Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: 

Mandar Maju, hlm. 92. 
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Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan 

mempelajari UUJN mengenai ketentuan perundang-undangan lain yang 

dapat dirujuk untuk mempertajam pemahaman tentang ketentuan 

UUJN.  

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin 

yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang 

dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan 

memberikan pengertian- pengertian hukum, konsep hukum, maupun 

asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 

3. Bahan Penelitian 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan 

kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, 

dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian 

hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam 

ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan hukum sekunder. 

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian 

ini meliputi:  
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1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas  

(autoritatif).40 

Bahan hukum primer terdiri atas:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014.  

c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua 

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.41  

Publikasi tersebut terdiri atas:  

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum;  

b. Kamus-kamus hukum; dan  

c. Jurnal-jurnal hukum.  

                                                           
40 Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta; sinar Grafika, hlm. 

47. 
41 Ibid, hlm. 54. 
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Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk 

kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan 

konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis 

bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.42 

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat 

memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada 

bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,43
 yang 

berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, 

materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya. 

Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan 

peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.44 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan 

bahan hukum dalam penelitian normatif merupakan metode penelitian 

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.  

                                                           
42 Ibid. 
43  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif : Suatu 

Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. 
44 Zainuddin Ali, op.cit, hlm. 57.  
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Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen ini 

berkaitan erat dengan sumber bahan hukum yang digunakan. Studi 

dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan 

melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content 

analisys.45 Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil 

penelitian dokumen dari bahan kepustakaan untuk mempertajam 

pemahaman terhadap objek yang diteliti maka dilakukan juga 

penggalian bahan-bahan hukum secara langsung kepada notaris yang 

praktik di Palembang.  

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan hukum 

dengan cara  

sebagai berikut: 

1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum 

yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila 

ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan 

bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih 

sederhana.  

2) Sistematisasi, yaitu melakukan seleksi terhadap bahan hukum 

kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum 

dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang 

                                                           
45 Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, hlm. 31. 
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dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara 

bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.  

3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian 

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian 

menganalisisnya.46 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian 

 Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan 

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang 

ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa 

dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya 

khusus.47 

                                                           
46 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

& Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 181. 
47 Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar 

Maju, Bandung, 2002, hlm. 23 
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